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ABSTRACT 
The conflict between Rohingya and Rakhine, make it an attractive domain for state-actor 

as well as non-state actors, such as Human Rights Watch (HRW). HRW was established to 

engage in the field of the human rights and have a duty to perform its role in the 

humanitarian crisis in Myanmar and has involved ethnic Rohingya Muslim. This study is 

initial attempt to analyse the role of HRW in the humanitarian crisis in Myanmar by using 

the concept of Transnational Advocacy Network (TAN). This study found that the HRW 

using strategy of information politics as the more dominant tactics used to carry out the 

role and activities. Strategies symbolic politics is also used as a campaign to get the 

attention and support of other interntional actors. But in practice, HRW has not succeeded 

in carrying out its role in leverage politics strategies, and accountability politics, because 

HRW too independent and not have oversight of the Myanmar government commitements 

related to the citizenship rights of Muslim ethnic Rohingya. 
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Pendahuluan 

Krisis pengungsi Rohingya akibat aksi genosida di Myanmar telah menarik 

perhatian dunia internasional. Kekerasan tersebut telah menewaskan ratusan bahkan 

menelantarkan lebih dari 140.000 jiwa (Burma, 2015). Konflik etnis yang terjadi di 

Myanmar ini merupakan konflik sektarian antara etnis Rohingya yang sebagian besar 

adalah Muslim dan Rakhine yang merupakan etnis mayoritas penganut Buddha. Rohingya 

sendiri merupakan kelompok minoritas Muslim yang ada di negara bagian Rakhine, yang 

menempati bagian barat pantai Myanmar. Keberadaan kelompok minoritas etno-religius 

ini resmi mengalami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar sejak tahun 1982 dengan 

keluarnya UU kewarganegaraan yang menyatakan menolak akses kewarganegaraan 

minoritas Rohingya atau tidak diakui sebagai etnis di Myanmar. 

Pertikaian antar kedua etnis ini sudah lama tercatat di sejarah Myanmar, dan kerap 

terjadi sepanjang dekade tahun 1990 bahkan sebelumnya (CNNIndonesia, 2014). 

Myanmar adalah negara yang merdeka pada 4 Januari 1948 dari Inggris melaui 

perdamaian antara pemerintah kolonial Inggris dan kaum nasionalis Burma yang pada saat 

itu dipimpin oleh Thakin Nu. Pada awalnya, Myanmar adalah negara yang dikenal dengan 

sebutan Burma, namun pada tahun 1989, nama Burma telah diubah menjadi Myanmar 

(Pramono, 2010:1). Sejak saat itu Myanmar dipimpin oleh rezim junta Militer. Sejak 

berkuasa pihak junta militer selalu menekan etnis Rohingya dengan berbagai cara dan 

tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari masyarakat minoritas di Myanmar 

(Pramono, 2010:2). 
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Amnesti Internasional mencatat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan 

oleh Junta Militer atas etnis Rohingya, dan pada tahun 1980-an sekitar 200.000 warga etnis 

Rohingya melarikan diri ke Bangladesh akibat berlakunya Operasi Nagamin. Operasi 

tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memeriksa setiap individu yang berada di 

Myanmar. Sejak saat itu muslim Rohingya terus menderita karena pelanggaran hak asasi 

manusia. Konflik kembali muncul tepatnya terjadi pada bulan Juni dan Oktober dan 

melibatkan kelompok Budha dan Muslim Rohingya. Beberapa sumber menyebutkan 

bahwa konflik tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya peristiwa perampokan dan 

pelecehan seksual terhadap perempuan keturunan Budha pada Mei 2012 yang dilakukan 

oleh seorang Muslim. Namun tidak sedikit juga yang menyebutkan bahwa tuduhan 

tersebut hanyalah sebuah bentuk kebohongan, dengan dalih untuk merencanakan dan 

melakukan serangan terhadap Rohingya. Gerakan Budha radikal tersebut menyebarkan 

propaganda bahwa orang Muslim yang berjumlah 25% dari seluruh populasi Myanmar 

akan menjadi kelompok mayoritas (CNNIndonesia, 2014). 

Ratusan minoritas Rohingya telah mengalami ketidakadilan, kerusakan fisik serta 

mental. Dalam kekerasan yang terjadi pada tahun 2012 silam, 140.000 pengungsi 

Rohingya telah dipaksa keluar dari rumah mereka. Selain itu, terjadi pembatasan terhadap 

etnis Rohingya dalam hal pekerjaan dan kebebasan beragama. Serangan tahun 2012 

tersebut juga dianggap sebagai bentuk tindakan pembersihan etnis, karena banyaknya 

korban jiwa berada di pihak etnis Rohingnya (Burma, 2015).  

Atas kondisi tersebut, dibangun kamp-kamp untuk tempat tinggal sementara bagi 

minoritas Rohingya. Kelompok minoritas ini tinggal di kamp-kamp yang penuh dan sesak, 

sehingga tidak mencerminkan kehidupan yang baik. Di kamp-kamp tersebut etnis 

Rohingya dan  muslim Kaman tidak mendapatkan kebebasan bergerak, akses makan dan 

air minum yang bersih sangat terbatas, sanitasi yang buruk, perawatan medis yang kurang, 

serta tidak adanya kesempatan kerja dan pendidikan (BBC, 2012). 

Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar atas etnis Rohingya 

ini dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan, sama seperti yang telah didefinisikan dalam 

Statuta Roma yang berkaitan dengan Makamah Pidana Internasional. Pola pelanggaran hak 

asasi manusia yang terjadi pada muslim Rohingya, dapat dikatakan sebagai peristiwa yang 

terjadi cukup luas dan sistematis. Bahkan situasi tersebut telah menunjukan bahwa 

pelanggaran HAM terhadap Rohingya di Myanmar dianggap telah melanggar hukum 

internasional dan dikatakan sebagai pembersihan etnis (Burma, 2015). Bagi pemerintah 

Myanmar etnis Rohingya dianggap sebagai warga ilegal asal Bangladesh sehingga 

mendapat perlakuan yang diskriminatif oleh pemerintah dan penduduk setempat. 

Perlakuan tersebut kemudian menjadi akar persoalan munculnya krisis kemanusiaan 

tersebut. 

Penelitian ini mengambil kasus pada krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. 

Hal ini dikarenakan dalam krisis kemanusiaan yang terjadi tersebut telah berlangsung 

cukup lama, hingga menyebabkan meletusnya konflik kembali yang terjadi pada tahun 

2012 hingga berujung pada saling bunuh antara kedua etnis Rakhine dan Rohingya. 

Jumlah korban dalam konflik tersebut telah menunjukkan adanya indikasi terhadap 

pembersihan etnis Rohingya, karena yang menjadi korban dalam insiden tersebut banyak 

dari warga muslim Rohingya.  Dengan berusaha memberikan pemahaman terhadap peran 

aktor  hubungan internasional khususnya NGO (Non-Governmental Organization) 

internasional. Human Rights Watch (HRW) sebagai salah satu INGO yang hirau dengan 

penegakan hak asasi manusia, hadir di Myanmar untuk membantu korban Rohingya pasca 

konflik yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar. Dalam melihat krisis kemanusiaan 

yang terjadi di Myanmar sebagai aktor non- negara HRW hadir untuk membantu etnis 

Rohingya yang telah mengalami diskriminasi, sehingga hal ini menarik untuk dikaji, 
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bagaimana perannya dalam krisis kemanusiaan disana dengan menggunakan konsep 

Transnational Advocacy Network. 

 

Pembahasan 

Penelitian ini diawali dengan memaparkan sejarah munculnya konflik sektarian di 

Myanmar. Konflik etnis yang bermula pada tahun 1700-an hingga sekarang telah menyita 

perhatian dari dunia internasional. Karena telah menelan korban jiwa yang cukup banyak 

dialami oleh etnis minoritas Rohingya. Konflik yang terus berlangsung tersebut berakar 

dari adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingya yang dalam beberapa dasawarsa 

jumlahnya terus meningkat. Hal tersebutlah kemudian menyebabkan kecurigaan serta 

kecemburuan pada etnis Rakhine. Karena bagi etnis Buddha Rakhine keberadaan etnis 

Rohingya dianggap telah mengurangi hak atas lahan, dan ekonomi, khususnya di wilayah 

Arakan yang menjadi pusat kehidupan etnis Rohingya (Hartati, 2013:8). Hingga pada 

tahun 2012 konflik kedua etnis tersebut kembali terjadi, yang dipicu oleh munculnya isu 

pelecehan seksual yang dialami oleh seorang wanita Buddha bernama Ma Thida Htwe 

yang dilakukan oleh etnis Rohingya. Pasca kejadian tersebut munculah aksi saling serang   

 Dari kedua etnis yang berujung pada pembunuhan serta penyerangan di desa-desa 

dengan membakar tempat tinggal etnis Rohingya, selain itu muncul juga eksodus atau 

bermigrasinya warga muslim Rohingya ke wilayah-wilayah tetangga Myanmar hingga saat 

ini (Febriar, 2016:38). Sehingga konflik tersebut berimplikasi pada banyaknya warga 

Rohingya yang mengalami diskriminasi, dengan tidak diakui sebagai etnis Myanmar, 

hingga tidak dapat memperoleh penghidupan yang layak, dan mengalami korban jiwa serta 

mengalami kerugian dan kerusakan pada rumah dan fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, 

sekolah, dan rumah sakit. Maka dengan berusaha memberikan pemahaman terhadap peran 

aktor hubungan internasional khususnya INGO (Iinternational Non-Governmental 

Organization) Human Rights Watch (HRW) hadir di Myanmar untuk membantu korban 

Rohingya.  

Sebagai organisasi non-pemerintah yang berada pada lingkup internasional dan 

bergerak pada isu penegakan hak asasi manusia ini mulai ada pada tahun 1978. HRW 

tersebut pertama kali muncul dengan nama Helsinki Watch yang hadir untuk memantau 

Uni Soviet terkait kepatuhannya terhadap perjanjian Helsinki yang berkaitan dengan 

ketentuan hak asasi manusia  (Hemetsberger, 2005). Pada tahun 1978 Helsinki Watch 

didirikan untuk memantau kepatuhan negara-negara blok Soviet dengan ketentuan HAM 

dari perjanjian Helsinki. Dalam tahun-tahun berikutnya HRW mengalami perkembangan 

yang kemudian disusul dengan didirikannya Americas Watch yang berfungsi memantau 

pelanggaran oleh kedua belah pihak dalam perang yang terjadi di Amerika Tengah, dan 

perjalanan karir HRW berawal pada tahun 1978 dan berkembang sampai tahun 1998 

dengan konsentrasi pada penegakan hak asasi manusia. Pada tahun 1980-an, Asia Watch 

(1985), Afrika Watch (1988), dan setelah itu kemudian Middle East Watch resmi 

membentuk The Watch Committees untuk membentuk Human Rights Wacth. Pada tahun 

1988, setelah semua komite dipersatukan di bawah organisasi baru kemudian The Watch 

Committees resmi mengadopsi semua nama Human Rights Watch, dan tahun 1988 

menjadi tahun terbentuknya organisasi hak asasi manusia yang terbesar saat ini dan 

berbasis di Amerika. Organisasi yang berbasis di Amerika Serikat tersebut telah beroperasi 

di lebih dari 70 negara di dunia tersebut memiliki beberapa kantor seperti di Brussels, 

London, Moskow, Hong Kong, Los Angeles, San Francisco, dan Washington (HRW, 

2005). 

Dalam tugasnya HRW memiliki tujuan yaitu sebagai organisasi yang melindungi 

hak asasi manusia di seluruh dunia, dengan mengedepankan serta mendedikasikan pada 

upaya penerapan Responsibility to Protect di sejumlah negara-negara mereka beroperasi. 
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Dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang harus dinikmati oleh semua orang 

tanpa memandang kelas sosial, agama, etnis dan segala macam perbedaan. Hadirnya HRW 

di dunia juga bertujuan untuk mendukung korban ataupun aktivis untuk mencegah 

terjadinya diskriminasi, untuk menegakkan kebebasan politik, serta untuk melindungi 

orang dari perilaku yang tidak manusiawi. HRW yang berperan sebagai Lembaga Swadaya 

Masyarakat, atau sebagai organisasi yang bersifat independen dari pemerintah, dan 

merupakan organisasi non-profit yang tidak menerima dukungan keuangan dari 

pemerintah tersebut memiliki fokus utama dalam membantu menyelesaikan beberapa 

kasus yang dihadapi di sejumlah negara, seperti pada isu-isu yang berkaitan dengan HAM. 

Keberadaan HRW di Myanmar ini sudah terbilang cukup lama beroperasi di 

Myanmar sejak tahun 1980an.  Setelah Myanmar merdeka dari Inggris, negara tersebut 

mengalami berbagai tantangan dalam pemerintahan. Puncaknya adalah konflik etnis tahun 

2012 yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dari etnis Rohingya dan penderitaan 

hingga saat ini. Hal tersebut kemudian mengundang respon dari masyarakat internasional 

yang khawatir akan meluasnya dampak krisis kemanusiaan dari tahun-tahun sebelumnya. 

Respon tersebut berakibat adanya peran dari organisasi-organisasi yang bergerak dalam isu 

kemanusiaan atau hak asasi manusia untuk tidak tinggal diam salah satunya adalah HRW.  

Untuk menjelaskan peran HRW dalam krisis kemanusiaan di Myanmar, HRW 

sebagai organisasi yang masuk dalam kategori Transnational aAdvocacy Network 

melakukan perannya dengan menggunakan analisis TAN. Terkait peran HRW dalam krisis 

kemanusiaan di Myanmar, HRW menganalisis menggunakan konsep TAN meliputi 

information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. 

Information politics tersebut merupakan teknik pengumpulan informasi dan 

identifikasi isu oleh HRW. Politik informasi meliputi pengumpulan informasi dan 

identifikasi yang digunakan oleh HRW, serta teknik penyebarluasan informasi ke berbagai 

pihak sebagai langkah untuk mendukung perjuangan dalam sebuah isu. Dalam teknik 

pengumpulan informasi, HRW melakukan penyelidikan yang sistematis secara reguler 

terhadap pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Organisasi independen dan 

bersifat internasional ini telah mendedikasikan perannya dalam membela hak-hak orang 

diseluruh dunia dengan cara menyelidiki pelanggaran, mengekspos fakta, dan menekan 

aktor-aktor yang memiliki kekuatan untuk menghormati hak-hak serta memberikan 

keadilan  (Anon, 2015). Pada website resminya, HRW menyatakan bahwa mereka secara 

aktif meneliti, membuat laporan, dan melakukan advokasi guna melaksanakan tugasnya 

dalam hal perubahan di lebih dari 90 negara. HRW juga menyatakan bahwa terdapat 

kurang lebih 80 peneliti yang berada di HRW, mereka bekerja untuk melaksanakan apa 

yang menjadi visi dan misi HRW. Dalam melakukan pekerjaannya para peneliti HRW 

konsisten dalam melakukan metodologi yang sesuai dengan pengumpulan informasi dari 

berbagai sumber dan dengan penelitian yang berbasis lapangan. Selain itu beberapa 

peneliti dari staf HRW secara permanen ditempatkan pada tempat yang dekat dengan 

lokasi fokus kejadian. Hal yang demikian dimaksudkan agar mereka dapat melakukan 

investigasi lapangan, wawancara dengan korban dan saksi untuk dapat digunakan sebagai 

pusat pelaporan dan advokasi HRW. Tidak jarang HRW melakukan kerjasama dengan 

aktivis lokal masyarakat sipil, pengacara, wartawan dan HRW juga mencari kontak dengan 

para pejabat negara dan pemerintah (Human Rights Watch, 2016).  

HRW memberikan tekanannya kepada pemerintah Myanmar dengan menghimbau 

melalui laporannya dengan menyatakan bahwa otoritas Myanmar harus segera membentuk 

investigasi PBB sebagai langkah untuk menuju keadilan dan para korban. Selain itu HRW 

juga menekankan kepada pemerintah Myanmar dan militer agar segera memenuhi jaminan 

untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan ke semua wilayah yang terkena dampak, dan juga 

harus segera memungkinkan akses kemanusiaan kepada etnis minoritas yang tengah 
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mengalami kehidupan yang rentan di sana (HRW, 2016). Melalui data dan fakta yang telah 

di sajikan oleh HRW dalam website dan beberapa akun sosial medianya, informasi dapat 

tersebar kepada masyarakat dunia agar banyak lagi orang yang peduli dengan krisis yang 

terjadi di Myanmar. 

Symbolic politics sebagai upaya perjuangan sebuah INGO dapat menempuh dengan 

menggunakan simbol-simbol, aksi-aksi dan cerita atas situasi yang dapat menarik 

perhatian dan memberikan penjelasan untuk menyakinkan masyarakat agar kembali 

memberikan dukungan dan memperhatikan issue tersebut. HRW memanfaatkan prinsip-

prinsip universalisme HAM sebagai dasar argumennya. Dalam konteks universal, HAM 

dilihat sebagai hak mutlak yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh sebab itu, negara 

berkewajiban untuk melindungi hak setiap individu yang ada di negaranya. Adapun 

konteks HAM secara universal juga diterima oleh masyarakat internasional sehingga kasus 

HAM ini menarik perhatian, simpati, serta dukungan internasional. Dalam hal ini strategi 

menjadi salah satu aspek yang penting dalam symbolic politics HRW. Melalui beberapa 

gambar karikatur, HRW menyampaikan  symbolic politics sebagai simbol yang 

menggambarkan kondisi di Myanmar. 

Leverage politics Keberadaan HRW di Myanmar dalam perjuangkan hak asasi 

manusia terbilang sangat independen. Pasalnya tidak ada kerjasama yang dilakukan oleh 

HRW dengan aktor lain yang lebih kuat. Dalam hal ini HRW hanya melakukan berbagai 

penekanan dengan cara mendesak beberapa pihak yang dianggapnya dapat berpengaruh 

dalam penyelesaian masalah kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, sehingga dalam 

strategi TAN pada leverage politics hanya dikemukakan bagaimana tindakan-tindakan 

yang dilakukan HRW untuk menekan pemerintah Myanmar. Dalam hal leverage politics 

HRW bersama dengan organisasi-organisasi lain telah membuat surat yang ditujukan 

kepada United Nation High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) berkaitan 

dengan pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine. Surat tersebut dikirim untuk 

Permanent Representatives of Member and Observer States of the United Nations Human 

Rights Council. HRW dan organisasi lainnya telah menulis surat guna mendesak delegasi 

untuk mendukung panggilan oleh Komisaris Tinggi PBB dalam bidang HAM dan 

memperbarui mandat Pelapor Khusus dalam hal pembentukan oleh Dewan HAM PBB 

(HRW, 2017). Adapun maksud ditulisnya surat tersebut adalah dengan tujuan mendesak 

Dewan HAM untuk membentuk penyelidikan internasional independen atas berbagai 

dugaan pelanggaran yang dilakukan di bagian Rakhine. Dalam hal tersebut HRW telah 

mendokumentasikan pelanggaran yang meluas yang kini tampak serius dihadapi oleh 

warga sipil Rohingya. 

Accountability Politics Jaringan yang ada berperan dalam melakukan upaya untuk 

meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk mengubah posisi mereka dalam satu isu. 

Ketika target telah memberikan komitmen untuk mengubah perilakunya atas suatu isu, 

maka jaringan kemudian menggunakan posisinya untuk mengamati dan mengontrol 

jenjang di antara janji dan praktiknya. Taktik yang seperti ini perlu dilakukan oleh jaringan 

agar tidak terjadi penyimpangan dari komitmen aktor yang ditargetkan. Dalam kasus 

perjuangan HRW, politik akuntabilitas ini belum dapat diterapkan karena pemerintah 

Myanmar belum menyatakan komitmennya untuk mendukung apa yang sedang 

diperjuangkan oleh HRW. Karena diketahui sampai sekarang pemerintah Myanmar belum 

mengambil inisiatif untuk memastikan hak-hak kewarganegaraan kepada etnis minoritas 

Rohingya (Murdoch, 2016). Padahal secara keanggotaan dalam perjanjian dan organisasi 

internasional Myanmar terlibat dalam aksesi dan ratifikasi terkait dengan Konvensi tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan konvensi tentang 

Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida. Namun konvensi tersebut 

sepertinya belum diterapkan di Myanmar. Tekanan dan kemarahan publik telah tumbuh 
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dalam menanggapi laporan-laporan yang telah mendokumentasikan terkait dengan 

kekejaman serius yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar terhadap Rohingya. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari pemaparan kondisi di Myanmar dari awal kemunculan konflik, 

serta awal pertama beroperasinya HRW hingga tahun 2016 tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang advokasi kemanusiaan, HRW telah 

mengupayakan perlindungan hak asasi manusia bagi etnis Rohingya. Melalui studi yang 

telah dilakukan dalam penelitian ini, ada beberapa temuan. Pertama, aktor non-pemerintah 

tersebut telah dominan menggunakan strategi information politics dalam menempuh 

perjuangannya di Myanmar. Melalui strategi ini, HRW menelusuri kebenaran dan 

melakukan pengumpulan informasi serta identifikasi di wilayah-wilayah konflik etnis 

Rohingya yang selanjutnya mendistribusikan informasi tersebut kepada masyarakat 

internasional melalui berbagai media untuk mendapatkan perhatian publik berkaitan 

dengan krisis kemanusiaan yang masih terjadi hingga saat ini. Melalui advokasi 

permasalahan HAM-nya, HRW menuai keberhasilan dalam upaya menarik perhatian 

aktor-aktor internasional, baik pemerintah negara, maupun masyarakat transnasional akan 

adanya isu ini, sehingga aktor-aktor tersebut menjadi aware akan isu ini. Sedangkan pada 

symbolic politicsnya, HRW melakukan kampanye menggunakan simbol berupa gambar 

karikatur yang telah diunggah melalui media sosial, sehingga mendapat perhatian dan 

dukungan dari aktor internasional lainnya, hingga peranan media dan teknologi informasi 

yang mendukung penyampaian informasi mengenai isu ini sampai ke publik dan pada 

akhirnya masyarakat internasional mengetahui adanya permasalahan ini. Kedua, HRW 

belum mampu melakukan perubahan kondisi Myanmar atau mengubah kebijakan 

pemerintah Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya. Hal ini dikarenakan tidak adanya 

leverage politics serta accountability politics dalam perjuangannya. Kegagalam HRW 

dalam mengubah perilaku pemerintah Myanmar salah satunya disebabkan oleh 

keterbatasan pergerakan domestik serta adanya propaganda yang dilakukan oleh 

pemerintah Myanmar. Selain itu pada leverage politics HRW memiliki kekurangan dalam 

aktivitasnya, dimana HRW sangat bersifat independen sehingga tidak ada tindakan yang 

dapat menunjukkan bahwa ia melakukan kerjasama dengan aktor-aktor yang lebih kuat 

seperti AS, Australia, atau Uni Eropa dalam hal untuk memberikan pengaruh pada politics 

di Myanmar. Sementara itu, pada strategi accountability politics, HRW belum memiliki 

fungsi pengawasan terhadap komitmen pemerintah Myanmar, karena pemerintah 

Myanmar sendiri belum mengambil inisiatif untuk memastikan hak-hak kewarganegaraan 

kepada etnis Rohingya. Namun HRW telah memberikan tekanan-tekanan kepada 

pemerintah Myanmar dengan membuat surat yang ditujukan kepada Permanent 

Representatives of Member and Observer State of The United Nations Human Rights 

Council untuk mendesak Dewan HAM agar melakukan penyelidikan secara mendalam 

terkait dengan pelanggaran HAM di bagian Rakhine.  

Salah satu manfaat yang diharapkan dalam skripsi adalah manfaat praktis yaitu 

dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi LSM nasional maupun internasional yang 

hirau dengan isu HAM. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada 

HRW sebagai organisasi non-pemerintah perlu melakukan kerjsama dengan aktor-aktor 

yang lebih kuat seperti negara, atau organisasi lain guna membantu mengoptimalkan 

perannya dalam melakukan penekanan terhadap pemerintah Myanmar agar bersifat lebih 

lunak dalam menangani krisis kemanusiaan pada minoritas rohingya. Karena yang kita 

lihat dari sikap pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya terkesan diam sehingga kasus 

ini berlarut-larut dan pemerintah belum optimal dalam menagani kasus ini dengan cepat. 
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